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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi memiliki pengaruh terhadap munculnya perubahan yang
terjadi di dunia. Globalisasi membuat dunia semakin terbuka dan membuat
dunia saling membutuhkan satu sama lain. Dengan kata lain, globalisasi
menyebabkan munculnya perspektif baru yang berpengaruh pada
perkembangan dalam segala aspek kehidupan, baik itu budaya, ekonomi,

sosial, dan aspek kehidupan lainnya.

Akibat dari globalisasi ini, budaya dari luar bisa dengan mudah
masuk ke Indonesia. Terlebih lagi, globalisasi juga membawa pengaruh
terhadap perkembangan teknologi informasi. Di era globalisasi ini, warga
negara Indonesia yang berkedudukan di Indonesia dapat menonton film
serta mendengar lagu yang diproduksi dari luar negeri. Tidak hanya itu, kita
juga dapat dengan mudah mengimpor barang dari luar negeri. Hal ini bisa
terjadi sebagai akibat dari terjadinya globalisasi yang berbanding lurus
dengan teknologi informasi.

Namun, globalisasi tidak hanya membawa dampak positif dengan
memberikan kemudahan bagi kita untuk berinteraksi dengan negara lain.
Kemajuan teknologi informasi yang awalnya merupakan dampak positif

dari globalisasi juga dapat berubah menjadi dampak negatif. Dampak



negatif ini muncul ketika masyarakat justru memanfaatkan pengaruh
globalisasi dengan sewenang-wenang dan menyalahgunakannya.

Sehubungan dengan perdagangan, pengaruh globalisasi akan
memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab
untuk melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, ketika pelaku usaha
menggunakan dan mendaftarkan merek terkenal dengan tujuan
membonceng usahanya untuk memperoleh keuntungan dari merek terkenal
tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan
terhadap merek terkenal tersebut. Perlindungan hak merek di Indonesia
merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam hak atas kekayaan
intelektual.

Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”)
merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang
menghasilkan suatu karya, berupa produk atau proses, yang berguna bagi
manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis
hasil dari kreativitas intelektual manusia. Dengan demikian, obyek yang
diatur dalam ruang lingkup HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir
karena kemampuan intelektual manusia®. Secara umum, HKI dapat terbagi
dalam dua kategori, yaitu: Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri yang
meliputi: Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,

Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.

! Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
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RI, 2003), hal. iii.



Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang berfungsi
untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu
perusahaan sehingga dapat dibedakan dari barang dan/atau jasa yang
diproduksi oleh perusahaan lain. Merek merupakan salah satu bagian HKI
yang dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dilihat dari sejarahnya, undang-undang merek yang pertama
merupakan undang-undang dari pemerintahan Belanda (1885). Meski pada
akhirnya Indonesia dijajah oleh Jepang, undang-undang dari pemerintahan
Belanda masih tetap berlaku?. Undang-undang tersebut masih berlaku
meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus
1945. Namun pada tahun 1961, pemerintah Rl mengundangkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek
Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek peninggalan
Belanda. UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari
barang tiruan atau bajakan.

Pada tanggal 28 Agustus 1992, pemerintah Rl mengesahkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992)
yang menggantikan UU Merek 1961. Namun dalam upaya untuk

menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan

2 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya
di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 210.



intelektual dengan persetujuan TRIPS, maka UU Merek 1992 diganti
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek®. Hingga
kini, pemerintah RI telah mengganti UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis yang masih berlaku hingga saat ini.

Merek memiliki banyak manfaat, baik bagi produsen maupun
konsumen. Bagi pelaku bisnis, merek diperlukan untuk memperkenalkan
produksi barang dari suatu perusahaan. Merek merupakan suatu hal yang
penting untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau
jasa dengan barang dan/atau jasa yang lainnya yang mempunyai kriteria
dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan
yang berbeda®.

Sehubungan dengan perkembangan jaman, merek memiliki nilai
yang semakin tinggi sehingga merek menjadi suatu keunggulan kompetitif.
Merek menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan
dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing lainnya di industri yang
sama. Misalnya, Coca Cola memiliki keunggulan kompetitif karena

merupakan merek yang paling terkenal untuk produk berupa minuman soda.
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4 Erlina, “Pendaftaran terhadap Merek yang Bersifat Generic dan Descriptive”, Universitas Islam
Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Vol 3, Nomor 1 Juni 2016, hal. 47.
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Merek seringkali memiliki peranan penting dalam kehidupan kita
dan dapat pula menjadi aset yang berharga bagi perusahaan®. Merek yang
digunakan dalam suatu perusahaan akan menjadi kekayaan atau aset
berharga bagi perusahaan tersebut karena konsumen seringkali mengaitkan
kualitas atau reputasi suatu barang dan/atau jasa dengan merek®. Perusahaan
dengan merek besar memiliki aset besar dan merek merupakan aset jangka
panjang sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari merek
selama bertahun-tahun’. Merek juga seringkali dikaitkan dengan suatu
image yang berdampak pada tingginya harga barang dan/atau jasa tersebut?®.
Oleh karena itu, merek merupakan suatu hal yang krusial bagi suatu
perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha membangun reputasi dan
kepercayaan konsumen melalui merek yang dipergunakannya.

Dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen, seringkali
terjadi persaingan usaha antara pelaku usaha. Persaingan usaha di era
globalisasi ini semakin berat sehingga dikhawatirkan adanya persaingan
usaha yang tidak sehat dalam pangsa pasar. Persaingan usaha tidak sehat
dapat terjadi ketika pelaku usaha melakukan tindakan kecurangan dengan
melakukan peniruan barang dan/atau jasa milik kompetitor atau pesaing.

Oleh karena itu, barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan
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memerlukan tanda pembeda atau merek yang digunakan pada barang
dan/atau jasa yang diproduksi supaya tidak terjadi peniruan.

Selain manfaat dari adanya merek pada suatu barang dan/atau jasa
bagi produsen selaku pelaku bisnis, merek juga memberikan manfaat bagi
konsumen. Adanya merek digunakan untuk memudahkan konsumen dalam
membedakan asal-usul mengenai produk barang dan/atau jasa berdasarkan
kualitas, kepuasan, dan kebanggaan yang melekat pada merek. Merek
merupakan sarana pemasaran barang dan/atau jasa yang menyediakan
informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan tersebut®.

Melihat betapa pentingnya merek pada barang dan/atau jasa, maka
terlihat jelas bahwa diperlukan adanya perlindungan hukum hak atas merek.
Perlindungan hukum hak atas merek diberikan untuk menghindari
terjadinya pelanggaran terhadap merek'®. Perlindungan hukum hak atas
merek yang dimiliki oleh seseorang perlu diberikan negara kepada
pemegang hak merek yang telah memperoleh haknya secara sah dan tepat™*.
Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut
terdaftar. Pasal ini mengindikasikan pentingnya pendaftaran merek untuk

memperoleh perlindungan hukum hak atas merek.

® Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2015), hal. 3 (selanjutnya disebut “Rahmi Jened I”).
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Sistem perolehan hak atas merek di Indonesia menganut sistem
konstitutif atau first to file system. Sistem ini menimbulkan perlunya
pendaftaran merek karena pendaftar pertama adalah pihak yang berhak atas
suatu merek. Hak eksklusif atas merek diberikan oleh negara sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi pemegang merek. Dengan kata lain, pemberian
hak eksklusif ditujukan untuk mencerminkan adanya prinsip kepastian
hukum bagi pemegang hak atas merek.

Suatu merek perlu didaftarkan ke Dirjen HKI. Tujuan pendaftaran
merek di Dirjen HKI adalah untuk menjamin kepastian hukum pemegang
merek tersebut. Dengan kata lain, HKI terhadap merek merupakan cara
perusahaan untuk melindungi barang dan/atau jasa yang dihasilkannya
supaya tidak ada pihak lain yang meniru barang dan/atau jasanya. Sehingga
pada dasarnya, HKI terhadap merek bertujuan untuk mencegah adanya
persaingan usaha tidak sehat dari pelaku usaha yang ingin membonceng
reputasi perusahaan lain.

Selain itu, merek perlu didaftarkan ke Dirjen HKI untuk
memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas kualitas barang
yang diperdagangkan'?. Hal ini tentunya berkaitan dengan pandangan
konsumen yang mengaitkan kualitas atau reputasi barang dan/atau jasa

dengan merek. Sehubungan dengan adanya pandangan konsumen ini, maka
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pihak perusahaan (atau produsen) akan bertanggungjawab terhadap barang
yang diperdagangkannya karena menyangkut image perusahaannya.

Meski sudah mengalami berbagai perubahan undang-undang sejak
jaman Belanda, tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan
dalam pengaturan terkait merek dan perlindungan hukum bagi pemegang
hak merek. Aturan hukum mengenai merek memang telah diatur
sedemikian kompleks dan diharapkan dapat menjamin kepastian hukum.
Namun hingga saat ini persengketaan merek masih sering terjadi.

Salah satu sengketa merek yang akan dibahas dalam penelitian ini
adalah sengketa merek dalam Putusan Nomor 179 PK/PDT.SUS/2012.
Sengketa merek dalam putusan ini adalah sengketa merek antara merek
KOPITIAM milik Abdul Alek Soelystio melawan merek KOK TONG
KOPITIAM milik Paimin Halim. Paimin selaku pemilik merek KOK
TONG KOPITIAM menjadi Pemohon dalam Peninjauan Kembali (dahulu
Tergugat dalam Pengadilan Niaga Medan) dan Abdul selaku pemilik merek
KOPITIAM menjadi Termohon dalam Peninjauan Kembali (dahulu
Penggugat dalam Pengadilan Niaga Medan). Sengketa ini terjadi terkait
istilah kopitiam.

Abdul selaku Penggugat menyatakan bahwa Paimin mendaftarkan
merek KOK TONG KOPITIAM dengan itikad tidak baik untuk
mendompleng merek KOPITIAM milik Abdul. Namun Paimin menyatakan
bahwa istilah kopitiam sendiri masih rancu. Istilah kopitiam dianggap

merupakan istilah umum yang berasal dari bahasa Melayu dan Hokkian.



Kata kopi berasal dari bahasa Melayu dan kata tiam berasal dari bahasa
Hokkian yang berarti warung sehingga istilah kopitiam diartikan sebagai
kedai kopi yang menyajikan makanan dan kudapan tradisional. Istilah
kopitiam yang dianggap merupakan istilah umum mengindikasikan merek
KOPITIAM merupakan merek generik.

Tidak hanya itu, istilah kopitiam juga dianggap menyebut barang
dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Dengan begitu, merek
KOPITIAM dianggap merupakan merek deskriptif. Berhubungan dengan
istilah kopitiam yang dapat dikatakan sebagai merek generik dan merek
deskriptif, maka merek KOPITIAM dapat dikatakan juga tidak memiliki
daya pembeda. Oleh karena berbagai alasan tersebut, timbul perdebatan
masyarakat terkait putusan Majelis Hakim yang dipandang menutup mata
akan makna kopitiam itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan
penelitian hukum normatif terhadap sengketa tersebut yang selanjutnya
akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PEMBATALAN
PENDAFTARAN MEREK DESKRIPTIF DALAM SENGKETA
MEREK KOK TONG KOPITIAM” yang akan dianalisis berdasarkan
Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang diatas, maka
pokok permasalahan yang dapat dirumuskan oleh Penulis adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pengaturan pendaftaran merek generik dan merek deskriptif
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

2. Bagaimana pertimbangan hukum terkait adanya pendaftaran merek
KOPITIAM milik Abdul dan pembatalan merek KOK TONG
KOPITIAM milik Paimin?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan adalah rumusan pernyataan tentang apa yang hendak dicapai
dengan penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka
tujuan khusus yang ingin diketahui dan digambarkan dalam penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pendaftaran merek generik
dan merek deskriptif dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum terkait adanya
pendaftaran merek KOPITIAM milik Abdul dan pembatalan merek

KOK TONG KOPITIAM milik Paimin.
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, agar pembaca dapat mengetahui lebih dalam tentang
konsep dan hal-hal penting dalam bidang merek, terutama pendaftaran
merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis.

2. Manfaat praktis, agar pembaca dapat menerapkan ilmu ini ke dalam
dunia nyata dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang
berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Latar
Belakang memuat hal-hal yang melatarbelakangi topik pembahasan
penelitian ini, selanjutnya terdapat 2 (dua) rumusan masalah di bagian
Rumusan Masalah dan juga Penulis menjelaskan mengenai Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini terbagi 2 (dua) bagian, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan

Konseptual. Pada bagian Tinjauan Teori, Penulis membagi menjadi 4
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(empat) bagian, yaitu Tinjauan Umum tentang Merek, Pendaftaran Merek,
Penghapusan Pendaftaran Merek, dan Pembatalan Pendaftaran Merek.
Sedangkan dalam Tinjauan Konseptual, Penulis menguraikan definisi-

definisi yang terkait dengan topik.

BAB |1l METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan
data menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian dilakukan
dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sifat analisis

data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan hasil penelitian serta analisis
untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan menggunakan bahan-

bahan dan materi yang berkaitan dengan topik dan rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan makalah ini. Dalam
bab ini, Penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan

dengan topik.
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